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NOTA DINAS 
NOMOR ND- /PJ.02/2019 

Yth Kepala KPP di seluruh Indonesia 
Dan Direktur Peraturan Perpajakan I 
Sifat Segera 
Hal Penyampalan SPT melalui Jasa Ojek Online 
Tanggal i • jre t.Ot 

Sehubungan dengan permasalahan terkait Penyampaian SPT melalui jasa mitra Ojek 
Online, bersama mi disampaikan beberapa hat sebagai berikut: 

1. Latar Belakang: 

a. dengan adanya kemajuan teknologi, banyak bermunculan jasa pengiriman barang 

berbasis aplikasi online, misalnya Grab-Bike, Go-jek, dan Go-Send yang memungkinkan 

Wajib Pajak menyampaikan SPT ke KPP dengan menggunakan jasa pengiriman online 

tersebut; dan 
b. berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata 

Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan tanggal 23 
Jan uari 2019 (PER-02/PJ/201 9), jasa pengiriman berbasis aplikasi online tersebut belum 

diatur secara jelas. 

2. Dasar hukum terkait: 

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang KUP): 

1) Pasal6ayat(1) 

Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor 
Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang 
ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberikan bukti penerimaan. 

2) Pasal 6 ayat (2) 

Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui 05 dengan tanda 
bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (PMK 
Nomor 9/PMK.03/2018): 

1) Pasal8ayat(1) 

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain 
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, dapat dilakukan: 

a secara langsung; 

b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau 

c. dengan cara lain. 

2) Pasal... 
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2) Pasal 8 ayat (2) 

Cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui: 

a. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau 

b. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan 
perkembangan teknologi informasi. 

3) Pasal 8 ayat (2a) 

Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 

a. laman Direktorat Jenderal Pajak; 

b. laman penyalur SF1 elektronik; 

c. saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib 

Pajak tertentu; 

d. jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal 
Pajak dengan Wajib Pajak; dan 

e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

4) Pasal21A 

Atas penyampaian SPT, Kantor Pelayanan Pajak melakukan Penelitian SPT 
sebagai berikut: 

a. SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) Undang-Undang KUP; 

b. SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata 

uang selain Rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri 
Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa 
asing dan dengan mata uang selain Rupiah; 

c. SPT sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang KUF; 

d. SPT Lebih Bayar disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah 
berakhirnya Masa Fajak, Tahun Fajak, atau Bagian Tahun Fajak dan telah 
ditegur secara tertulis; dan 

e. SF1 disampaikan sebelum Direktur Jenderal Fajak melakukan Femeriksaan, 

Femeriksaan Bukti Fermulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat 
ketetapan pajak. 

5) Fasal 21B ayat (1) 

Berdasarkan Fenelitian SF1 sebagaimana dimaksud dalam Fasal 21A, atas 

penyampaian SFT secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 
huruf a ke Kantor Felayanan Fajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Fajak, berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. dalam hal SF1 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 

21A, diberikan bukti penerimaan; atau 

b. dalam hal SF1 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dim aksud dalam Fasal 
21A, SF1 dikembalikan kepada Wajib Pajak. 

c. FER-02/FJ/201 9: 

1) Fasal9ayat(1) 

Fenyampaian SF1 secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Fasal 6 

huruf... 
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huruf b wajib dilakukan di: 

a. TPT tern pat Wajib Pajak Terdaftar; atau 

b. tempat lain berupa Layanan Pajak di Luar Kantor yang disediakan KPP atau 

KP2KP tern pat Wajib Pajak terdaftar. 

2) Pasal 17 ayat (1) 

Terhadap SPT yang disarnpaikan dengan cara langsung sebagairnana dirnaksud 

dalarn Pasal 6 huruf b, petugas penerirna SPT rnelakukan: 

a. proses pengecekan validitas NPWP sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal Ii; 

b. penelitian SPT sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 12 ayat (1); dan 

c. penelitian SPT sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 12 ayat (2), dalarn hal 
SPT Pernbetulan. 

3) Pasal 17 ayat (2) 

Selain penelitian sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b, petugas penerirna 
SPT juga rneneliti pernenuhan kriteria sebagal berikut: 

a. SPT belurn pernah disarnpaikan; 

b. bagi Wajib Pajak yang mernenuhi ketentuan kewajiban penyarnpaian SPT 

dalarn bentuk dokurnen elektronik sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 4, tidak 
rnenyarnpaikan SPT dalarn bentuk forrnulir kertas (hard copy); 

c. dalarn hal SPT disarnpaikan dalarn bentuk dokurnen elektronik, induk SPT yang 
dicetak dan ditandatangani sesuai dengan induk SPT dalarn rnedia 
penyimpanan elektronik; 

d. dalarn hal SPT disampaikan dalarn bentuk dokurnen elektronik, SPT dirnaksud 
dapat diproses pada sistern inforrnasi Direktorat Jenderal Pajak; 

e. SPT Pernbetulan disarnpaikan dalarn bentuk dokurnen elektronik, dalarn hal 

SPT sebelurnnya disarnpaikan dalam bentuk dokurnen elektronik; dan 

f. bukan terrnasuk Wajib Pajak yang rnernenuhi ketentuan kewajiban 
penyampalan SPT e-Fiing sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 8. 

4) Pasal 17 ayat (3) 

Dalarn hal berdasarkan kegiatan penerirnaan SPT sebagairnana dirnaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), diperoleh hasil: 

a. NPWP valid; 

b. SPT rnernenuhi ketentuan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 12 ayat (1); 

c. SPT rnernenuhi ketentuan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 12 ayat (2), 
dalarn hal SPT Pernbetulan; dan 

d. rnernenuhi kriteria sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), 

petugas penerirna SPT mernberikan Bukti Penerirnaan Surat. 

5) Pasal 17 ayat (4) 

Dalarn hal SPT yang disarnpaikan secara langsung tidak mernenuhi ketentuan 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petugas penerirna SPT 
rnengernbalikan SPT kepada Wajib Pajak. 

d. Keputusan Dirjen Pajak Nornor KEP-518/PJ./2000 tentang Penyarnpaian Surat 
Pernberitahuan Selain Melalui Kantor Pos (Keputusan Dirjen Pajak Nornor 
KEP-51 8/P J./2000): 

1) Pasal... 
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1) Pasal I 

Penyampaian Surat Pemberitahuan selain melalui Kantor Pos dapat dilakukan 
dengan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh 
Direktur Jenderal Pajak. 

2) Pasal 2 

Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. berbentuk badan; 

b. memiflki izin usaha jasa ekspedisi atau jasa kurir; 

c. mempunyal Nomor Pokok Wajb Pajak dan telah dikukuhkan sebagal 
Pengusaha Kena Pajak; dan 

d. bersedia menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak. 

e. Bagian E angka 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2017 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang 
Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa: 

Pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang dapat 
dilakukan oleh karyawan atau pihak lain tanpa memerlukan surat kuasa khusus tetapi 
memerlukan surat penunjukan yang menjelaskan bahwa dirinya merupakan karyawan 
atau pihak lain yang ditunjuk oeh Wajib Pajak atau seorang kuasa dengan 
menyesuaikan pada format sesuai contoh sebagaimana tercantum daam Lampiran 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta 
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa: 

a. penyampalan dan/atau penerimaan secara langsung dokumen perpajakan tertentu 

yang diperlukan kepada dan/atau dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, antara 
lain dokumen bukti pembukuan untuk keperluan pemeriksaan; dan 

b. penyerahan SPT secara langsung melalul tempat pelayanan terpadu. 

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ni disampaikan: 
a. bahwa tata cara penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 

KUP terdini atas 3 (tiga) cara, yakni: 
1) disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak; 
2) dikinimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau 
3) dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteni 

Keuangan; 
b. bahwa penyampalan SPT dengan cara lain sebagaimana disebutkan dalam huruf a 

angka 3), dilakukan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kunir dengan bukti 
pengiriman surat atau melalui saluran tententu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi; 

c. bahwa mitra ojek online bukan merupakan perusahaan yang memiliki izin usaha jasa 
ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Keputusan Dinjen 
Pajak Nomon KEP-5181PJ.I2000, sehingga penyampaian SPT yang dilakukan melalul 
mitra ojek online bukan merupakan penyampaian SPT melalui penusahaan jasa 
ekspedisi atau jasa kunin; 

d. bahwa salunan tententu sebagai sarana penyampaian SF1 sebagaimana disebutkan 
dalam hunuf b meliputi: 

I) laman.,. 
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1) taman Direktorat Jendera Pajak; 
2) aman penyalur SPT e!ektronik; 
3) saluran suara digtaI yang ditetapkan oleh Drektur Jenderal Pajak untuk Wajib 

Pajak terlentu; 
4) jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak 

dengan Wajib Pajak; dan 
5) saluran am yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, 
sehingga penyampaian SPT yang dilakukan m&alui mitra ojek online tidak dapat 
digolongkan sebagai penyampaian SPT melalui saluran tertentu. 

e. bahwa penyampaian SPT secara angsung sebagaimana disebutkan dalam huruf a 
angka 1) wajib dilakukan di TPT pada KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar atau tempat 
lain berupa Layanan Pajak di Luar Kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat 
Wajib Pajak terdaftar; 

f. penyarnpaian SPT secara langsung sebagairnana disebutkan dalam huruf a angka 1) 
dapat dilakukan oleh orang lain selain Wajib Pajak, termasuk mitra ojek online, apabila 
Wajib Pajak rnenyerahkan surat penunjukan kepada orang tersebut yang menyatakan 
bahwa Wajib Pajak menunjuk orang yang bersangkutan untuk menyampaikan SPT; 

g. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a sarnpai dengan 
huruf f, penyarnpaian SPT melalui mitra ojek online merupakan penyampalan SPT yang 
dilakukan secara langsung; 

h. dalarn hal SPT disampaikan melalul mitra ojek online, surat penunjukan sebagairnana 
dimaksud dalarn huruf f harus sekurang-kurangnya mernuat penunjukan kepada mitra 
ojek online untuk: 
1) menyampaikan SPT ke KPP; 
2) menerirna kern bali berkas SPT tidak lengkap dan KPP; 
3) rnenyarnpaikan kern bali SPT tidak lengkap ke Wajib Pajak; dan 
4) rnenyarnpaikan Bukti Penenirnaan Surat dan KPP ke Wajib Pajak, dalam hal SPT 

dinyatakan lengkap; 
dalarn hal rnitra ojek online tidak dapat rnenunjukkan surat penunjukan sebagairnana 
dirnaksud dalarn huruf h, atas penyarnpaian SPT rnelalui mitra ojek online tidak dapat 
diterbitkan Bukti Penerirnaan Sunat. 

Dernikian disarnpaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

a.n. Direktur Jenderal 
Direktt41rPeraturan Perpajakan 1 

fAnif Yanuan 
Tembusan: 
1. Direktur Jenderal Pajak 
2. StafAhli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak 
3. StafAhli Menteni Keuangan Bidang Pengawasan Pajak 
4. StafAhli Menteni Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukurn Pajak 
5. Sekretanis Direktorat Jenderal Pajak 
6. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 
7. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat Dinektorat Jenderal Pajak 
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